
KODE ETIK PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN  

2026 

KPTS NOMOR 13 TAHUN 2026, 17 HLM. 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 13 TAHUN 2026 

TENTANG KODE ETIK PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LAHAT 

 

ABSTRAK:        - Untuk menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2024 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan; 

 

                         - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang 

Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112));  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor   6109)   sebagaimana   telah   diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357); 

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  12  Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota3 (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2023 Nomor 377); 

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  21  Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan  Umum  

Kabupaten/Kota  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

 
                         - Dalam Keputusan ini diatur tentang Kode Etik Pelayanan Publik Ramah Kelompok 

Rentan di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lahat; 
 

CATATAN:        - Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 September 2026; 
Lampiran: 12 halaman. 

 


